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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sejauh ini tidak 

terdapat pelaksanaan pengawasan terhadap izin pembuangan limbah 

cair kepada pelaku usaha laundry di Kabupaten Bantul sesuai dengan 

Peraturan Daerah tersebut serta tidak pernah terjadi penegakan hukum 

terhadap pelaku usaha laundry yang tidak memiliki izin pembuangan 

limbah cair. 

2. Beberapa kendala yang terjadi pada pembuatan izin tersebut antara 

lain sulit dilakukan karena usaha laundry di Kabupaten Bantul 

mayoritas berskala kecil dan sedang dikarenakan kurangnya 

pemahaman mengenai harusnya mendaftarkan usaha dan memiliki 

izin usaha serta kurangnya pemahaman warga menganai pentignnya 

mengetahui dampak pembuangan limbah cair dari usaha loundry 

warga di Kabupaten Bantul. Hal ini dinilai tidak menimbulkan air 

limbah yang begitu besar serta kerusakan yang ditimbulkan tidak 

masif. Pelaku usaha laundry yang juga bersifat UMKM dan memiliki 

omzet kecil cenderung tidak sadar dan taat akan peraturan 

pembuangan limbah cair sebagaimana diatur dalam Perbup tersebut 

diatas. Adapun Satpol PP Kabupaten Bantul juga belum pernah 

melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pelaku usaha laundry yang 

ada di Kabupaten Bantul. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Bantul sebaiknya dapat melakukan penegakan 

hukum terhadap pelaku usaha laundry sesuai Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 15 Tahun 2015. 

2. Pemerintah Kabupaten Bantul sebaiknya dapat terlebih dahulu 

melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha laundry 

untuk medaftarkan izin usahanya guna kebutuhan pemantauan air 

limbah yang dibuang. 

3. Pelaku usaha laundry di Kabupaten Bantul sebaiknya lebih mencari 

tahu dan memahami peraturan yang berkaitan dengan lingkungan 

hidup. 
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LAMPIRAN 

Gambar 1: Tangkapan layar surat izin pembuangan air limbah berdasarkan Peraturan 

Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 (Sumber : JDIH Kabupaten Bantul) 
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Sumber : JDIH Kabupaten Bantul 
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